BAB V
PENUTUP

Pada bab ini, penulis akan menyimpulkan secara keseluruhan tulisan dari
bab satu sampai bab empat. Pada bab penutup ini diakhiri dengan usul dan saran
bagi pemerintah, lingkungan masyarakat, lingkungan sekolah dan agama agar

kekerasan dan diskriminasi terhadap kelompok LGBT bisa diatasi.

5.1. Kesimpulan
Dewasa ini persoalan seputar LGBT merupakan persoalan umum yang

sering terjadi di Indonesia. Ketimpangan ini merupakan realitas yang tidak bisa
dielakkan lagi. Karena itu berbicara tentang LGBT merupakan sesuatu hal yang
tidak asing. Kehadiran kelompok LGBT di tengah masyarakat Indonesia membawa
banyak perngaruh dalam kehidupan sehari-hari. Perbedaan orientasi seksual kaum
LGBT menjadi perdebatan panjang semua elemen masyarakat. Pandangan umum
tentang orientasi seksual di tengah masyarakat hanya berkisar antara pria dan
wanita. Pandangan seperti ini disebabkan oleh banyak hal seperti kuatnya ajaran
agama dan budaya yang mengajarkan bahwa orientasi seksual hanya berlaku untuk
pria dan wanita. Pandangan fundamentalisme agama tentang LGBT menimbulkan
kekerasan dan diskriminasi terhadap kaum LGBT.

Kekerasan dan diskriminasi terhadap kaum LGBT tentunya bukan tanpa
sebab. Ada banyak alasan mendasar terjadinya kekerasan terhadap kaum LGBT
antara lain sebagai berikut: Pertama, kuatnya ajaran agama yang fundamentalis.
Seluruh elemen masyarakat di Indonesia terbentuk dari ajaran-ajaran agama
tertentu. Hampir seluruh agama di Indonesia mengajarkan tentang
heteroseksualitas. Pandangan ini dianggap sebagai suatu kebenaran mutlak karena
berasal dari kehendak Tuhan Yang Maha Kuasa. Orang-orang yang orientasi
seksualnya non hetroseksual dianggap berdosa karena tidak sesuai dengan ajaran

agama dan dianggap bertentangan dengan kodrat manusia. Dengan demikian kaum



LGBT dianggap sebagai pendosa. Kedua, minimnya pengetahuan tentang LGBT.
Hampir semua orang mengetahui kaum LGBT. Hal ini diketahui dari bentuk
penampilan dan gerak gerik kaum LGBT sendiri yang cukup familiar di
masyarakat. Namun, pemahaman tentang LGBT dan orientasi seksual meraka
rupanya masih dalam bayangan semu. Hampir seluruh masyarakat menilai bahwa
LGBT sebagai suatu penyakit yang sangat berbahaya. Pandangan seperti ini
tampaknya membuat banyak masyarakat takut untuk membangun relasi dengan
kaum LGBT. Kaum LGBT dianggap sebagai makhluk yang tidak normal dengan
demikian kaum LGBT dikucilkan dari kehidupan bersama dalam masyarakat.
Ketiga, lemahnya perlindungan hukum. Hukum sejatinya memberikan hukuman
yang adil bagi setiap orang yang melanggarnya. Indonesia sebagai negara hukum
juga memberikan hukuman bagi setiap orang yang melakukan tindakan kekerasan.
Akan tetapi penerapan hukum di Indonesia belum maksimal. Hal ini dapat dilihat
dari kekerasan dan diskriminasi terhadap kaum LGBT. Posisi hukum di Indonesia
tampaknya masih lemah dan memihak terhadap kaum heteroseksual. Keempat,
kuatnya budaya patriarkat. Budaya patriarkat menekankan dasar utama perkawinan
heteroseksualitas. Perkawinan hanya bisa terjadi antara pria dan wanita dengan
tujuan prokresi. Dengan demikian kaum LGBT sama sekali tidak ada tempat dalam
budaya patriarkat. Kehadiran kaum LGBT dalam budaya patriarkat bertentangan
dengan prinsip utama budaya tersebut.

Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) sebagai negara yang
menganut paham Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia, sebetulnya tidak
boleh membiarkan seseorang atau sekelompok orang melakukan tindakan
kekerasan dan diskriminasi terhadap orang lain termasuk kaum LGBT. Setiap
warga negara wajib mengormati dan menghargai orang lain dalam membangun
relasi sosial masyarakat. Dengan demikian setiap orang wajib menjunjung tinggi
harkat dan martabat orang lain. Kaum LGBT juga sama seperti kaum heteroseksual
lainnya, LGBT memiliki martabat yang sama seperti kaum heteroseksualitas. Oleh
karena itu siapapun tidak berhak untuk melakukan kekerasan dan diskriminasi
terhadap kaum LGBT. Kaum LGBT harus bisa bebas dari segalah tindakan

kekerasan dan diskriminasi yang terus terjadi dari waktu-kewaktu.
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Tindakan dan diskriminasi terhadap kaum LGBT memang tidak bisa
dimusnahkan begitu saja, tetapi bukan tidak mungkin masyarakat mulai menerima
posisi kaum LGBT dalam kehidupan sehari-hari. Untuk menerima kaum LGBT
dalam masyarakat, hal yang paling mendasar adalah pengakuan masyarakat atas
perbedaan orientasi seksual seseorang, dengan demikian kaum LGBT sangat
mudah untuk membangun relasi dengan siapa saja dalam masyarakat. LGBT adalah
pribadi yang unik dari sisi identitas mereka sebagai kaum homoseksualitas. Mereka
harus diakui dan diterima sama seperti kaum heteroseksualitas lainnya di tengah
masyarakat. Pengakuan identitas kaum LGBT sebagai kelompok yang unik
didasarkan atas keadilan yang merata untuk semua masyarakat Indonesia.

Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia yang mana termuat dalam
sila kelima Pancasila menekankan suatu keadilan yang diterapkan harus merata
secara sosial. Keadilan tidak hanya untuk segelintir orang atau kelompok mayoritas
yang berkuasa, melainkan keadilan diberikan kepada siapa saja baik, kelompok
mayoritas atapun minoritas. Konsep keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia
mampu membuka pikiran masyarakat untuk selalu bertindak adil terhadap sesama.
Kehadiran sila kelima Pancasila mampu menyatukan segala bentuk perbedaan yang
terjadi di Indonesia lebih khususnya stigma buruk tentang LGBT. Beberapa poin
penting yang diberikan oleh Pancasila khususnya sila kelima antara lain:

Pertama, penerapan sila kelima Pancasila membendung tindakan kekerasan
dan diskriminasi di Indonesia. Masyarakat Indonesia harus bertindak adil sesuai
dengan konsep keadilan sosial yang termuat dalam Pancasila, dengan demikian
penerapan sila keadilan sosial mendapat manfaat bagi semua orang.

Kedua, Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia menciptakan
solidaritas dan relasi cinta terhadap sesama. Solidaritas manusia akan membendung
kekerasan yang sering terjadi di Indonesia, dengan demikian konsep keadilan sosial
bagi seluruh rakyat Indonesia akan terwujud dengan baik, mana kala setiap anggota
masyarakat membangun solidaritas yang akur. Membangun solidaritas dengan
tujuan menciptakan keadilan yang merata akan mampu mengurangi tindakan
kekerasan dan diskriminasi di Indonesia. Oleh karena itu segala bentuk kekerasan
dapat diimbangi oleh penerapan konsep keadilan sosial bagi seluruh rakyat

Indonesia.
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Ketiga, Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia menyatukan
perbedaan. Indonesia dikenal dengan banyak perbedaan. Mulai dari perbedaan
budaya, agama, bahasa dan adat istiadat. Dewasa ini perbedaan pemahaman tentang
dorongan seksual menjadi perdebatan hangat. Dorongan seksual yang sering
diajarkan selama ini hanyalah heteroseksualitas, sedangkan homoseksualitas
dianggap dosa dan menyalahi kodrat. Oleh karena itu kaum homoseksualitas LGBT
dianggap berdosa. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia pada sila kelima
Pancasila akan menganyomi seluruh masyarakat Indonesia agar berlaku adil
terhadap sesama baik heteroseksualitas maupun homoseksualitas.

Supaya cita-cita keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia terwujud,
negara memiliki peranan penting untuk mendorong setiap warga negara untuk
saling menghormati dan menjunjung tinggi nilai keadilan sosial. Keadilan sosial
akan mendorong semua orang untuk tidak melakukan tindakan kekerasan dan
diskriminasi khususnya pada kaum minoritas LGBT. Mewujudkan keadilan yang
merata memang sesuatu yang tidak mudah, namun bukan sesuatu yang mustahil.
Hal ini bisa dilakukan dengan pemberian pendidikan yang komperhesif tentang
dorongan seksualitas. Semua orang diajak membuka mata dan memahami dorongan

seksualitas ganda seperti halnya kaum LGBT.

5.2. Saran

Setelah memahami kesimpulan yang telah diuraikan di atas, penulis akan
memberikan saran untuk beberapa instansi yang terkait agar mampu menciptakan
keadilan yang merata seluruh masyarakat.

Pertama, bagi pemerintah Indonesia. Pada bagian sebelumnya sudah
dijelaskan bahwa penyebab utama kekerasan dan diskriminasi terhadap kaum
LGBT adalah kurangnya pemahaman tentang dorongan seksualitas khususnya
kaum LGBT. Supaya mengurangi dan mencegah kekerasan dan diskriminasi
terhadap kaum LGBT, pemerintah perlu memaksimalkan konsep pendidikan
seksualitas. Pemerintah mestinya mewajibkan setiap instansi pendidikan untuk
memberikan pengetahauan yang komperhesif tentang seksualitas termasuk di
dalamnya tentang orientasi seksualitas, identitas gender, dan kaum LGBT.

Pemerintah juga bekerja sama dengan instansi pendidikan supaya menciptakan

69



sebuah wadah khusus untuk kaum LGBT seperti LSM (Lembaga Swadaya
Masyarakat) supaya wadah ini membuat kelompok kecil dan merancang kegiatan-
kegiatan yang positif. Dengan demikian prasangka buruk tentang LGBT akan
berkurang seiring berjalanya kegiatan-kegiatan positif yang dilakukan oleh kaum
LGBT. Selain itu dalam usaha untuk membebaskan kaum LGBT dari kekerasan
dan diskriminasi pemerintah harus memperkuat perlindungan hukum terhadap
kaum LGBT. Peraturan daerah yang membahas kekerasan terhadap kaum LGBT
hendaknya ditinjau kembali. Hukum harus tetap adil dan hukum mestinya
menghargai hak-hak kaum LGBT. Alhasil kaum LGBT tidak lagi menjadi korban
kekerasan dan diskriminasi di Indonesia.

Kedua, instansi agama. Agama-agama di Indonesia mestinya harus
membuka diri untuk siapa saja termasuk kaum minoritas kaum LGBT, karena
bagaimanapun juga kaum LGBT sama seperti kaum heteroseksual lainnya. Banyak
konsep dan ajaran agama yang menolak kaum LGBT, akan tetapi ada banyak juga
ajaran agama yang pro terhadap LGBT. Ajaran-ajaran agama yang anti LGBT
hendaknya ditinjau kembali dan ditafsir ulang. Ajaran agama semestinya menerima
kaum LGBT menjadi anggota agama tertentu, dengan demikian penghargaan
terhadap harkat dan martabat manusia akan tetap dijaga. Selain itu setiap agama
tidak berhak untuk menolak seseorang untuk masuk dalam agama tertentu, seperti
halnya kaum LGBT. Agama tidak menjamin kelangsungan hidup kaum LGBT
setelah meninggal. Artinya bahwa agama tidak memiliki hak mutlak untuk
mengintervensi kaum LGBT dengan berpedomaan pada ajaran agama. Agama
mestinya tetap menjaga solidaritas yang baik terhadap semua orang khususnya juga
kaum lemah seperti LGBT. Selain itu agama juga membangun kerja sama yang baik
dengan pemerintah supaya memberikan pelatihan-pelatihan kepada kaum LGBT,

dengan demikian peran sosial gereja turut dirasakan oleh kaum LGBT.

Ketiga, bagi seluruh masyarakat Indonesia. Sedari awal telah dijelaskan
bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia terbentuk dari banyak perbedan. Oleh
karena itu segala bentuk perbedaan yang terdapat di bumi Indonesia bukan suatu
hambatan untuk membangun relasi sosial yang baik. Bhineka Tunggal Ika, menjadi
semboyan khusus untuk mempersatukan pluralitas yang ada di Indonesia. Dengan

demikian perbedaan akan menjadi kesatuan yang utuh dengan tujuan membangun
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masyarakat yang akur dan makmur. Seluruh masyarakat Indonesia mestinya
memahami secara baik konsep Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia
yang termuat dalam Pancasila. Dengan demikian kekerasan dan diskriminasi akan
berkurang. Konsep keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia sejatinya akan
mempersatukan perbedaan sosial yang ada, tidak hanya itu sila kelima ini juga
menyadarkan masyarakat Indonesia bahwa semua orang harus wajib berlaku adil
terhadap sesama dan orang lain. Kaum LGBT memiliki orientasi seksual yang
berbeda dengan kaum heteroseksual lainnya. Pemahaman yang kurang akan
orientasi seksual menjadi pemicu kekerasan dan diskrimansi terhadap kaum LGBT.
LGBT dengan segala keunikan orientasi seksualnya sangat membutuhkan
pengakuan dari masyarakat. Pengakuan dan penerimaan kaum LGBT dalam
masyarakat dilandasi oleh relasi sosial yang baik. Relasi yang baik ini membantu
masyarakat untuk memahami dengan benar tentang kehidupan dan orientasi seksual
kaum LGBT.
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